
AL 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KARANGANYAR 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR 


NOMOR: L.{ jPP.02.3-Kptj3313jKPU-KabjIXj20 17 


TENTANG 


PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM 


PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR 


PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN 


DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018 


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR, 


Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubemur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danj atau 

Walikota dan Wakil Walikota; 

b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Makhamah 

Konstitusi Nomor 54jPUU-XIV j2016 bahwa syarat 

untuk menjadi pendukung pasangan calon 

perseorangan tidak mengacu pada nama yang 

termuatjtercantum dalam DPT melainkan pada 

jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan 

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai 

Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan 

calon... 
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Mengingat 

Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan 

Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018; 

1. 	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. 	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4 . 	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5324); 

5. 	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 5679); 

6. 	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah 

diubah... 
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7. 

8. 

9. 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5898); 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal 

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal 

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum KabupatenjKota sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

KabupatenjKota sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 

2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

37 Tahun 2008; 

10. Peraturan... 
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10. 	 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 

2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenjKota 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenjKota; 

11. 	 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan 

Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehorrnatan 

Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 

2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 

12. 	 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 

2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum ProvinsijKomisi 

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan 

Umumj Komisi Independen Pemilihan 

KabupatenjKota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1911); 

13. 	 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danjatau 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; 

14. 	 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danjatau 

Walikota dan Wakil Walikota; 

15. 	 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 477 j 

Kptsj KPUj TAHUN 2014 tentang Penetapan 

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden; 

16. Keputusan ... 
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16. 	 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

15/Kpts/KPU/Tahun/2017 tentang Kode Klasifikasi 

Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan 

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota; 

17. 	 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 54/PUU­

XIV/2016; 

18. 	 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Karanganyar Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3313/KPU­

Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal 

Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Karanganyar Tahun 2018; 

19. 	 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Karanganyar Nomor 2/PP.02.3-Kpt/3313/KPU­

Kab/IX/2017 tentang Pedoman Pedoman Teknis 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 

Tahun 2018; 

Memerhatikan 	 a. Surat Edaran KPU RI Nomor: 515/KPU/IX/2017, 

tanggal 7 September 2017 Perihal Persiapan 

Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan 

Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan 2018; 

b. 	 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Karanganyar Nomor : 98/BA/KPU-Kab/Kota/VI/2014 

tanggal 7 Juni 2014 tentang Rapat Pleno Terbuka 

Penetapan dan Rekapitulasi Oaftar Pemilih Tetap 

(OPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

Tahun 2014 Tingkat Kabupaten/Kota; 

c. 	 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Karanganyar Nomor 97/PP.02.3­

BA/ 3313/KPU-Kab/IX/20 17 tanggal 10 September 

2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih 

Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Syarat 

Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam 

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar 

Tahun 2018; 

MEMUTUSKAN ... 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI 

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 

DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR 

PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON 

PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018. 

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai 

Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon 

Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 

Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini; 

Menetapkan jumlah minimal dukungan dan sebaran 

dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan 

Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

Inl. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 10 September 2017 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KARANGANYAR, 

ttd 

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KARANGANYAR 
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LAMPlRAN I 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR : Li jPP.02.3-Kptj3313jKPU-KabjIXj2017 
TENTANG 
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL 
PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR 
PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN 
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI 
DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018. 

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 

DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN 


SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018 


No 
NAMA JUMLAH JUMLAH JUMLAH PEMILIH 

KECAMATAN DESAjKEL 
(1) (2) J3) 
1. - MOJOGEDANG 13 
2. MATESIH 9 
3. KARAN GANYAR 12 
4. TAWANGMANGU 10 
5. KARANGPANDAN 11 
6. NGARGOYOSO 9 
7. JENAWI 9 
8. KERJO 10 
9. JUMANTONO 11 
10. JUMAPOLO 12 
11. JATIPURO 10 
12. JATIYOSO 9 
13. COLOMADU 11 
14. GONDANGREJO 13 
15. TASIKMADU 10 
16. JATEN 8 
17. KEBAKKRAMAT 10 

JUMLAH 177 

TPS L P L+P 
J4) 15) 16) (7) 

156 25.347 25.579 50.926 
97 17.346 17.500 34.846 
150 29.286 30.479 59.765 
115 17.669 17.864 35.533 
85 16.078 16.676 32.754 
85 13.625 13.855 27.480 
61 10.547 10.875 21.422 
95 14.563 15.302 29.865 
110 20.098 20.062 40.160 
103 19.072 18.737 37.809 
86 14.703 14.644 29.347 
92 16.952 16.915 33.867 
137 22.642 24.652 47.294 
159 28.774 28.304 57.078 
104 21.854 22.887 44.741 
153 28.611 29.783 58.394 
128 23.186 24.168 47.354 

1.916 340.353 348.282 688.635 

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal \0 September 2017 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KARANGANYAR, 

ttd 

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO 
Salinan sesuai dengan aslinya 
S ARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

N KARANGANYAR 
'1 
_, ' ag Hukum, 

I-----\t 
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LAMPlRAN II 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR : L.f jPP.02.3-Kptj3313jKPU-KabjIXj2017 
TENTANG 
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL 
PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR 
PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN 
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI 
DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018 

JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PASANGAN 

CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 


KARANGANYAR TAHUN 2018 


1. 	 Jumlah minimal dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan 

peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 

paling sedikit 7.5 % (tujuh koma lima persen) dari DPT Pilpres Tahun 

2014 atau 7.5% x 688.635 (Enam ratus delapan puluh delapan ribu 

enam ratus tiga puluh lima) = 51.647,62 (Lima puluh satu ribu enam 

ratus empat puluh tujuh koma enam dual, kemudian dibulatkan menjadi 

= 51.648 (Lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan); 

2. 	 Sebaran dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan peserta 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018, harus 

tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 17 (Tujuh belas) 

Kecamatan di Kabupaten Karanganyar atau sekurang-kurangnya tersebar 

di 9 (sembiIan) Kecamatan. 

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal ID September 2017 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KARANGANYAR, 

ttd 

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 


~::::=j:jI~ PATEN KARANGANYAR 



